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Abstrak
Lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kekuasaan desa
kepada desa yang sampai saat itu diabaikan dalam pembangunan. Ini memiliki konsekuensi
untuk pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan juga
akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan
menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Unit yang dianalisis dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Peleman sebagai Pelaksana
Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil penelitian ini menyimpulkan implementasi Permendagri No.113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Peleman, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel
dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: karakteristik dan tujuan standar, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana
Keyword : implementasi, pengelolaan, keuangan

Pendahuluan

Dengan  disahkannya  Undang-
Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
pada tanggal 15 Januari 2014, peraturan
tentang desa meng-alami perubahan secara
signifikan. Visi dari Undang-Undang Desa
ini adalah memberikan kewenangan yang
luas kepada desa di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istidat
desa.

Terbitnya Undang — Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan
dana untuk desa sebesar 10 % dari APBN,
dimana dana yang diterima langsung
diterimakan ke desa tanpa perantara.
Kebijakan ini  memiliki  konsekuensi
terhadap  proses  pengelolaan  harus
dilaksanakan secara profesional, efektif dan
efisien, serta akuntabel yang didasarkan
pada prinsip-prinsip manajemen publik yang
baik agar terhindar dari penyimpangan,
penyelewengan dan korupsi. Hal ini
memberikan konsekuensi perlunya tata
kelola keuangan desa yang baik dan
pengawasan keuangan desa lebih ketat.
Pengelolaan keuangan desa ini meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan
dengan tugas yang cukup berat, mengingat
desa sebagai entitas yang berhadapan
langsung dengan rakyat. Pada saat ini,
peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan
guna menunjang segala bentuk kegiatan
pembangunan. Kepala Desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan. Kepala Desa dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan desa,
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD). Berkaitan dengan
hal tersebut, pengembangan wawasan dan
pengetahuan bagi para penyelenggara
pemerintahan desa merupakan kegiatan yang
semestinya menjadi prioritas utama.

Pelaksanaan Undang-Undang No 6
tahun 2014 tentang Desa diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106
Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014
yaitu “ Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan keuangan desa diatur dalam
Peraturan Menteri”, diterbitkan Peraturan
Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagai pedoman. Pemerintah Kabupaten
Sragen menindaklanjuti Peraturan Pemerin-
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tah nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun
2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah
No. 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Sebagaimana yang disampai-kan
olen Ferina dkk (2016 323) bahawa
permasalahan yang kemudian berpotensi
menjadi kendala besar dalam implementasi
aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 113 tahun 2014 adalah ketidaksiapan
pengelolaan keuangan desa, baik pada aspek
komitmen serta kemampuan  aparat
pemerintah desa, belum adanya
pengembangan panduan yang jelas dan
penyediaan infrastruktur beserta sistem
informasi  pendukung, minimnya tingkat
koordinasi  pemerintah dan partisipasi
masyarakat desa ketika terbit aturan baru
yang berdampak pada melemah-nya fungsi
pengawasan masyarakat terhadap dana
pembangunan desa.

MetodePenelitian

Tipe penelitian yang diguna-kan
dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian ditentukan
berdasarkan  pertimbangan dan tujuan
penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa
Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten
Sragen. Bagian Pengelolaan Keuangan Desa
atau PTPKD Desa Peleman, Kecamatan
Gemolong, Kabupaten Sragen.

Adapun informan dalam penelitian
diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi
penelitian oleh peneliti, yakni di desa
Peleman dipilih secara purposive sampling

Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Teknik
yang pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini sebagai
berikut:Wawancara,
ObservasidanDokumentasi.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Secara garis besar Permendagri
nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa sudah diimplemantasikan
oleh pengelola keuangan desa Peleman dan
hasilnya pengelolaan keuangan desa di desa
Peleman sudah cukup baik meskipun masih

ada beberapa kendala yang harus diperbaiki
untuk mendapatkan hasil berupa Pengelola-
an Keuangan Desa yang memenuhi asas
transparan, Akuntabel, partisipa-tif serta
tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn,
implementasi kebijakan di-pengaruhi oleh
enam faktor :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan
dengan Standar dan Sasaran kebijakan
dengan implementasi Permendagri nomor
113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, terdapat faktor yang
mendukung dan menghambat. Faktor yang
mendukung adalah adanya kesesuaian dalam
pengelola-an keuangan desa di Desa
peleman dengan Permendagri nomor 11
3tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Faktor yang menghambat dalam
standar dan sasaran kebijakan adalah masih
adanya pelaksana pengelola keuanan desa
yang belum memahami sepenuhnya asas dan
prinsip  Pengelolaan  Keuangan Desa
menurut  Permendagri nomor 113 tahun
2014.

2. Sumber daya

Faktor yang mendukung adalah
Sarana prasarana di desa Peleman sudah
mendukung untuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan sesuai Permendagri nomor 113
tahun 2014, tingkat pendidikan Perangkat
Desa sudah mendukung untuk melakukan
pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan
sistem pemerintahan di desa Peleman sudah
mendukung  pelaksanaan  pengelolaan
keuangan. Faktor yang menghambat adalah
rendah nya kemampuan perangkat desa
dalam mengelola keuangan desa karena
masih  kurangnya pelatihan-  pelatihan
pengelolaan keuangan desa terutama dalam
penggunaan aplikasi Siskeudes, belum
tepatnya waktu penyelesaian tahapan
pengelolaan keuangan desa, kurangnya
komitmen perangkat desa untuk mengelola
keuangan desa sesuai aturan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Faktor yang menghambat adalah
SOP sebagai pedoman cara kerja pengelola
keuangan desa di Desa Peleman belum ada,
mereka hanya bekerja sesuai prosedur dalam
Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan dari
pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Hal
ini berdampak tidak konsistennya cara kerja
pengelola  keuangan  desa. Peneliti



menemukan SOP dari Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa yang disusun oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Sehingga bisa ditarik kesimpulan
bahwa belum tersosialisasinya secara baik
penting-nya penyusunan SOP Pengelolaan
Keuangan Desa sebagai implementasi
Permendagri nomor 113 tahun 2014.
Komunikasi antar organisasi terkait dan
kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi  pengelola  keuangan
desa di Desa Peleman dilihat dari koordinasi
dan kerjasama mereka dengan pihak-pihak
terkait  seperti  pihak  Pemerintahan
Kecamatan ~ Gemolong, Pemerintahan
Kabupaten, BPD dan pendamping desa. Dari
hasil wawancara  diperoleh  bahwa

komunikasi sudah cukup baik,
hanyamasihdibutuhkankomunikasi yang
lebihintenskepada BPD

tidakhanyasebataskepadaKetua BPD saja
akan tetapi juga dengan anggota yang lain
dan tidak hanya dalam forum resmirutin
sehingga mendukung implementasi
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa.Demikian juga
dengan pihak kabupaten baik secara
langsung maupun melalui kecamatan dan
pendamping desa ,komunikasi masih belum
lancer terutama yang berkaitan dengan
ketepatan waktu kegiatan-kegiatan dalam
tahapan pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan ~ dengan  pemahaman
standar dan sasaran kebijakan pengelolaan
keuangan desa ini, masih dibutuhkan
komunikasi yang lebih intens agar para
pelaksana  pengelola  keuangan  desa
memahami dengan baik hal yang ingin
dicapai dari kebijakan ini  sehingga
pelaksana bisa menerima dengan baik
kebijakan pengelolaan keuangan desa yang
baru ini.
4. Sikap para pelaksana

Menurut wawancara dengan para
pelaksana pengelola keuangan dan juga
informan  eksternal, semua menerima
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ini karena
dinilai memudahkan dalam setiap tahapan
pengelolaan keuangan di desa, apalagi
dengan adanya aplikasi Siskeudes untuk
memfasilitasi pengelolaan keuangan hanya
masih  menemukan beberapa kesulitan
karena rumitnya masalah pe-natausahaan
terutama dan masih harus dipelajari lebih
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lanjut oleh pengelola keuangan di desa.
Ditarik kesimpulan bahwa pelaksana yaitu
Pengelola  Keuangan Desa  Peleman
secaraumummenerima Permendagri nomor
113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa karena memberikan dampak
positif bagi Desa Peleman dan bagi
pengelola keuangan desa, hanya masih
dibutuhkan komunikasi yang lebih intens
untuk memahamkan standar dan sasaran
dari kebijakan ini agar bisa diterima dengan
lebih baik oleh pelaksana, Lingkungan
ekonomi, sosial dan politik

Wawancara penulis dengan pihak
eksternal  maupun  dengan informan
pelaksana pengelola keuangan di desa
Peleman, mereka menerima dan mendukung
peng-elolaan keuangan desa berdasarkan
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan keuangan desa karena lebih
transparan dan partisipatif hanya masih
perlu  dioptimalkan dalam memanfaatkan
sarana prasarana yang sudah tersedia untuk
lebih transparan dalam menyampaikan
informasi  kepada masyarakat  seperti
pemanfaatan website desa yang belum
optimal dan pemasangan baliho di ruang-
ruangpublik. Disimpulkan lingkung-an
ekonomi, sosial dan politik kondusif untuk
implementasi Permendagri nomor 113 tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Penutup

Dari analisis dan pembahasan hasil
penelitian berupa wawancara, observasi dan
dokumentasi tentang Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (studi kasus di Desa Peleman,
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).

Bahwa implementasi Permendagri
nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa sudah terlaksana dengan baik
dari mulai perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban ~ meskipun  masih
terdapat beberapa kendala dan kekurangan.

saran-saran yang nantinya
diharapkan dapat memperbaiki ataupun
menyempurnakan im-plementasi
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
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